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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (/iberary research ) dengan
judul “Analisis mastlah}ah mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA.Pas Tentang Izin Poligami”. Penelitian ini
memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana dasar
hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus
perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami? (2) bagaimana
tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang izin poligami?.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk
mengumpulkan data yang akan dikaji. Data yang di kumpulkan berupa salinan
putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas dan hasil
wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA.Pas. Kemudian data akan diolah secara editing dan
organizing. Analisis data dengan deskriptif analisis yaitu dengan cara
menggambarkan semua data yang akan dikaji. Kemudian di susun secara rapi
untuk dianalisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan pola
dekdutif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian akan disimpulkan
secara khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan jika pertimbangan majelis hakim
mengabulkan permohonan berdasarkan kaidah fikiyah menolak mafsadat
didahulukan daripada mendatangkan manfaat, majelis hakim mengabulkan izin
poligami karena suami adalah seorang yang hypersex serta calon istri keduanya
telah lama hidup bersama dengan pemohon. Dilihat dari teori mastlahtah
mursalah keputusan hakim sangat tepat karena dirasa dengan pengabulan izin
poligami tersebut akan mendatangkan maslahah dan menolak mafsadat, serta
menghindari fitnah. Mas}lah}ah disini yaitu penjagaan terhadap jiwa, penjagaan
terhadap akal dan penjagaan terhadap keturunan. Dan dilihat dari kaidah usul fikih
fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan dharurat yang apabila tidak
dikabulkan akan menimbulkan percekcokan antara pemohon dan termohon
Namun, ditakutkan pengabulan izin poligami tersebut akan berdampak persepsi
masyarakat yang menganggap bahwa poligami adalah mudah

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan : Pertama, bagi Majlis
Hakim yang telah memutus perkara ini, alangkah baiknya Majlis Hakim dapat
lebih selektif dalam mencantumkan alasan yang diajukan Pemohon didalam
putusan. Hal ini untuk menghindari pemahan masyarakat awam tentang izin
poligami. Kedua, kepada Pemohon serta seluruh lapisan masyarakat khususnya



bagi pembaca. Apabila ingin melakukan poligami. untuk berfikir kembali dengan
membertimbangkan baik atau buruknya dalam melakukan poligami. hal ini agar
tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian hari. Mengingat syarat utama
dalam melakukan poligami adalah adil.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perkara yang cukup esensial bagi kehidupan
manusia, hal ini dikarenakan perkawinan merupakan sarana untuk
membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam perkawinan
tidak hanya mengakibatkan hubungan hukum antara insan namun juga
mengakibatkan hubungan keperdataan. Selain itu sebuah pernikahan juga
mengandung unsur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.! Dengan
kata lain, perkawinan merupakan sunnah Nabi dan melakukannya merupakan
sebuah ibadah.

Menurut bahasa (etimologi) perkawinan berasal dari bahasa arab
zawwaja bermakna menghimpun serta nakah}a bermakna pasangan. Jadi
singkatnya perkawinan berarti mengumpulkan dua orang yakni laki-laki dan
perempuan menjadi satu.’> Secara terminologi perkawinan adalah sebuah akad
yang mengandung kebolehan ataupun penghalalan bagi laki-laki dalam
melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita.>

Peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan
pernikahan merupakan sebuah ikatan batin ataupun lahir antara laki-laki serta

perempuan sebagaimana layaknya pasangan suami istri untuk mewujudkan

! Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Figh
dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama 2011), 29

2 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press,
2020), 1

3 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillathu Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39



maksud (tujuan) dari penikahan yang bahagia serta kekal beralaskan
Ketuhanan Yang Maha Esa.* Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pernikahan menurut hukum Islam ialah sebuah akad yang cukup
erat atau mitsaqgon ghalidzan untuk mejalankan perintah Allah dan
mengerjakannya sudah termasuk dalam ibadah.’ Sedangkan menurut
pendapat dari Ulama’ Mazhab yang terkenal yaitu Imam Syafi’i, Imam
Hanafi, Imam Malik serta Imam Hambali setuju bahwasanya pernikahan
adalah sesuatu yang pada dasarnya menghalalkan terjadinya seksualitas
antara seorang pria serta wanita.

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah tujuan
yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia serta kekal, serta demi
mendapatkan cinta dan kasih sayang.® Sehingga dapat dikatakan bahwa
tujuan tersebut adalah tujuan utama dari perkawinan. Oleh karena itu tujuan
utama dapat tercapai apabila tujuan pendukung dapat terpenuhi. Maksudnya
tujuan pendukung antara lain seperti halnya pemenuhan biologis,
mendapatkan keturunan, tujuan ibadah dan menjaga diri. Begitu juga dalam
KHI menyebutkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk
menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.” Karena ikatan pernikahan bukanlah perkara yang akan di jalankan

sesaat, akan tetapi hubungan yang akan berjalan selamanya. Untuk hal ini

4 Undang-undang No 1 Tahun 1974, pasal 1

5> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

6 Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan
Hukum Materiil, (Tanggerang Selatan: Yasmi,2018), 51

7 Kompilasi Hukum Islam, pasal 3



tentu satu sama lain harus saling mendukung agar tujuan dari pernikahan
tercapai.

Islam memberikan kebolehan untuk melakukan poligami, akan tetapi
juga dengan syarat yang harus ditaati oleh seorang pria diantaranya kesedian
untuk berlaku adil.® Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS An-

Nisa’ ayat 3, yang bunyinya sebagai berikut:

-8
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Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa apabila seorang laki-laki memiliki
keinginan untuk menikahi dua atau tiga istri sekaligus, akan tetapi takut tidak
mampu berbuat adil. Hendaklah cukup mengawini satu orang saja.

Walaupun di Indonesia pada hakikatnya meyakini asas monogami,
bahwa seorang suami cuma diperbolehkan mempunyai satu orang istri
ataupun kebalikannya, seorang istri cuma diperbolehkan mempunyai satu
orang suami. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini zaman yang semakin
berkembang, banyak terjadi kontroversi yang sangat dinamis terkait perkara
poligami. Hal ini dikarenakan poligami dipandang dari dua sisi yaitu poligami

sebagai penolong, dan poligami dipandang seperti penyakit di kalangan

masyarakat modern seperti saat ini.

8 Dedi Supriyadi, FighMunakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi), (Bandung:
CV PustakanSetia, 2011), 133



Di Indonesia sendiri untuk berpoligami sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun ketentuan-ketentuan yang dimuat yaitu:

1.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 :
Pada asasnya seorang pria diperbolehkan cuma mempunyai satu orang
istri dan begitu juga sebaliknya wanita diperbolehkan cuma mempunyai
satu orang suami.
Pengadilan, bisa memberikan izin terhadap suami untuk melakukan
poligami dengan syarat dikehendaki oleh para pihak yang
berkepentingan’

Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
Suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami maka harus
mendapatkan persetujuan (izin) dari Pengadilan Agama.
Pengajuan Pemohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan
menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

. Pernikahan yang dilaksanakan bersama istri yang kedua, ketiga atau

keempat tidak adanya persetujuan atau izin dari Pengadilan Agama,
maka tidak memiliki kekutan hukum.!”

Selain dari hal tersebut adapun syarat-syarat yang harus di penuhi

apabila ingin melakukan poligami yaitu seperti halnya yang sudah dijelaskan

° Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
19 Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam,\



pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam yaitu:
a. Istri tidak dapat menjalamkan kewajiban sebagai seorang istri
b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di
sembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berkaitan dengan izin berpoligami, bahwa para pihak yang
berkepentingan mesti melakukan pengajuan permohonan izin ke Pengadilan
Agama di tempat tinggalnya. Namun peran hakim dalam hal ini sangatlah
penting, dikarenakan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam perkara
perizinan poligami yang diajukan kepengadilan. Dalam memutus sebuah
perkara mestinya hakim mempunyai dasar pertimbangan hukum yang
dijadikannya sebagai sebuah patokan.

Seperti pada kasus Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA.Pas mengabulkan perkara tersebut. Pemohon dan
Termohon pada tanggal 30 oktober 2009 sudah melangsungkan pernikahan
dan sudah tercatatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Grati. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah di
karuniai 2 orang anak dan berjalan dengan baik, akan tetapi pada tahun 2019
Pemohon mempunyai keinginan untuk meniikah kembali dengan calon istri
keduanya. Yang mana pada permohonannya alasan yang di gunakan tidak

terdapat dalam peraturan yang berlaku.!! Selain hal tersebut penulis juga

11 Putusan Perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas



beranggapan bahwa sebuh pernikahan poligami tidaklah mungkin hanya
didasarkan terhadap rasa kasiahan terhadap calon istri keduanya. Sehingga
dalam hal ini penulismerasa janggal akan putusan yang akan penuis teliti.
Sehubungan atas hal tersebut,yang mana menurut penulis merupakan
hal yang menarik untuk dikaji. Maka penulis menyusun skrispsi dengan judul
Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA Pas Tentang Izin Poligami.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berlandaskan latar belakang yang sudah di paparkan penulis diatas,
sehingga penulis mengidentifikasi sejumlah masalah yang akan di kaji
dalam pembuatan skripsi ini yaitu:
a. Syarat- syarat pengajuan izin poligami di pengadilan agama.
b. Syarat- syarat izin poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun
1974 dan KHI
c. Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
dalam memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang
izin poligami.
d. Tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama
Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami.
2. Batasan Masalah
Batasan masalah merupakan usaha untuk membatasi masalah

penelitian yang akan diteliti. Batasan maslaah bertujuan agar penelitian



yang di kaji oleh penulis lebih terfokuskan dan sistematis. Sehingga dari

identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah yang penulis kaji

yaitu ;

a. Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
dalam memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang
izin poligami

b. Tinjavan mas}lah}ah mursalah terhadap Putusan Pengadilan
Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin
poligami.
C. Rumusan Masalah

Dari berbagai batasan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya

penulis rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Pasuruan dalam memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA Pas
tentang izin poligami?

2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah mursalah terhadap putusan Pengadilan
Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA .Pas tentang izin poligami?

D. Kajian Pustaka

Menggambarkan sebuah ringkasan atas penelitian terdahulu yang sudah

pernah dikaji dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang kaji yaitu

“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

Tentang Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ada Yang Mengurus



dan Memberikan Nafkah Dalam Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas”.
Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Skripsi oleh Ismi Nurul Rohmatika 13350070 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl). Skripsi ini
membahas tentang kebolehan melakukan poligami yang di mana di
Indonesia sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun
1974 dan Pasal 57 Kompolasi Huhum Islam. Berkaitan dengan persyaratan
tersebut, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bantul memutus perkara Nomor
644/Pdt.G/2016/PA.Btl. yang beralaskan ingin menolong perawan tua.
Alasan yang dipergunakan Pemohon tidak ditemukan di dalam peraturan
yang sudah ada. Sehingga penulis dalam skripsinya mengkaji tentang tinjauan
hukum yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim PA Bantul dalam
memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. serta tinjauan normatif yang
dipakai Majelis Hakim PA Bantul dalam putusan perkara No.
644/Pdt.G/2016/PA.Btl. Oleh karena itu adapun persamaan skripsi ini dengan
skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas tentang izin
poligami di tinjau dari hukum Islam. Adapun perbadaannya, terletak pada
objek pembahasan yang di kaji. Jika skripsi ini membahas ingin membantu

perawan tua, dan skripsi yang akan penulis kaji mempunyai objek rasa



kasihan terhadap calon istri keduanya tidak ada yang mengurus dan
memberikan nafkah.!?

Skripsi oleh Ahmad Yazid Fauzan 1402016049 UIN Walisongo
Semarang pada tahun 2019 yang berjudul ‘“Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0312/PDT.G/2017/PA.KIt Tentang
Izin Poligami Karena Suami Takut Zina”. Skripsi ini membahas terkait izin
poligami yang di ajukan ke PA Klaten. Dimana pada dasarnya poligami
boleh di lakukan apabila dalam kondisi mendesak serta juga dilengkapi atas
syarat yang amat sempit.. Poligami sendiri di Indonesia diiatur pada pasal 4-5
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta pada pasal 55-59 Kompilasi Hukum
Islam. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Klanten memutus perkara No
0312/PDT.G/2017/PAKIt tentang izin poligami karena takut zina. Dalam
perkara No 0312/PDT.G/2017/PAKIt alasan permohonan dianggap
mengada-ada selain itu izin yang di berikan oleh istri dengan dasar rasa
keterpaksaan. Sehingga penulis dalam skrispsi ini ingin mengkaji tentang
dasar pertimbangan Majlis Hakim PA Klaten dalam memutus perkara No
0312/PDT.G/2017/PAKIt yang di tinjau dari perspektif sad adz-dzari’ah.
Persamaan skrispsi ini dengan skrispsi yang akan penulis kaji yakni sama-
sama membahas tentang izin poligami. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus

mengkaji analisis pertimbangan hakim secara sad adz-dzari’ah, sedangkan

2 Nurul Ismi Rohmatika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin poligami dengan Alasan
menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl”,
(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)
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penelitian yang akan penulis kaji yakni secara hukum islam terkait
permohonan izin poligami.'?

Skripsi Muhammad Saliim C71213129 UIN Sunan Ampel Surabaya
pada tahun 2017 yang berjudul “ Analisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Dan KHI Terhadap Di Terimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik dan
Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam
Penetapan No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda”. Skripsi ini mengkaji secara yuridis
perihal dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Sidoarjo didalam memutus
perkara No 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. Di mana secara mental calon istri
keduanya mengalami trauma akibat KDRT dari pernikahan sebelumnya.
Persamaan, skripsi tersebut dengan skripsi yang kan penulis kaji yakni sama-
sama mengkaji putusan izin poligami. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus
terhadap analisis yuridis terhadap di terimanya izin poligami karena ingin
mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad
SAW. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji secara hukum Islam
terkait rasa kasihan terhadap istri kedua tidak ada yang mengurus dan
memberikan nafkah sebagai alasan poligami.'

Skripsi Rizqia Zakiah C01210049 UIN Sunan Ampel Surabaya pada
tahun 2014 yang berjudul “Analisi Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin

Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Islam (Studi Putusan Nomor:

13 Ahmad Yazid Fauzan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor
0312/PDT.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina” (Skripsi-UIN
Walisongo, 2019 )

4 Muhammad Saliim, “Analisi Undang-Undang No I Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Di
Terimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik dan Menolong Calon Istri Sesuai Dengan
Sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam Penetapan No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda” (Skripsi - UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2017)
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0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Skripsi ini membahas tentang izin poligami, di
mana syarat pengajuan izin tersebut tidak tercantum dalam pasal 57
Kompilasi Hukum Islam. Istri pertama menjalankan kewajiban sebagai
seorang istri, tidak mandul, dan tidak mengalami sakit. Akan tetapi Pemohon
tetap pengajukan izin poligami dikarenakan takut melanggar syariat Islam.
Sehingga penulis didalam skripsi ini ingin mengkaji dari segi tinjauan hukum
yuridis serta hukum Islam terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim PA
Malang dalam memutus perkara No 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Persamaan
antara skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama
membahas putusan tentang izin poligami ditinjau dari hukum Islam.
Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum yuridis serta
tinjauan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang ingin penulis kaji hanya
terfokus pada tinjuan hukum Islam terkait rasa kasihan terhadap istri kedua
tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah sebagai alasan poligami.'>
Skripsi Lintang Kurnia Zelyn 1402016042 UIN Walisongo pada tahun
2018 atas berjudul “Analisis Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah
Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Ambarawa
Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)” skrispsi tersebut membicarakan terkait
izin berpoligami yang diajukan ke PA Ambarawa yang beralaskan telah
menghamili calon istri kedua. Dalam perkara No 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb
Majelis Hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan dasar Pasal 4 ayat

(2) huruf c, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa istri mandul. Namun

15 Rizqia Zakiah , “Analisi Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir
Melanggar Syariat Islam (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” (Skripsi--UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2014)
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dari surat keterangan dokter serta keterangan para saksi bahwa istri pertama
telah di karunia seorang anak. Sehingga penulis dalam skrispsi ini ingin
mengkaji tentang pertimbangan Majlis Hakim PA Ambarawa dalam memutus
perkara No 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. Persamaan skripsi ini dengan skripsi
yang ingin di kaji oleh penulis yakni sama-sama mengkaji tentang putusan
izin poligami di tinjau dari hukum Islam. Perbedaannya, skripsi ini lebih
terfokus pada tinjauan yuridis serta tinjauan hukum Islam sedangkan skripsi
yang akan penulis kaji lebih terfokus pada hukum Islam terkait rasa kasihan
terhadap istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah
sebagai alasan poligami.!®
Dengan demikian dari uraian kajian pustaka di atas tidak ada duplikasi
dari  skripsi-skripsi sebelumnya dan juga terdapat perbedaan dengan
penelitian yang akan penulis kaji. Di penelitian yang akan penulis kaji tentang
putusan tingkat pertama terkait izin poligami dengan alasan rasa kasihan
karena calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah,
yang akan penulis analisis menggunakan hukum Islam.
E. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang dimiliki oleh penulis yaitu
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan Majlis
Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor

1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang izin poligami.

16 Lintang Kurnia Zelyn “Analisis Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon
Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)” (UIN--
Walisongo, 2018)
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2. Untuk mengetahui bagimana analisis tinjavan mas}lah}ah mursalah
terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang izin poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan yang sudah penulis cantumkan, maka skrispsi yang

akan penulis kaji harus mencangkup keguanaan yang terkandung di

dalamnya. Baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis

yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin

Poligami sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan
terhadap keilmuan terkait dengan teori-teori seputar hukum perkawinan.
Khususnya tentang putusan perkara poligami yang di ajukan ke
pengadilan agama. Diharapkan di masa yang akan mendatang penelitian
yang penulis kaji dapat digunakan sebagai referensi di penelitian lainya.

2. Secara Praktis

Penelitian yang penulis kaji diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan referensi bagi Majlis Hakim dalam pertimbangannya untuk
memutus perkara, terutama dalam memutus perkara perizinan poligami
di Pengadilan Agama. Dan penelitian ini di diharapkan dapat menjadi

tambahan wawasan bagi masyarakat luas.



G. Definisi Operasional
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Untuk memudahkan pembahasan terkait judul penelitian ini, diperlukan

penjelasan terlebih dahulu terhadap beberapa istilah yang terdapat di

dalamnya :
Analisis Hukum

Islam

Putusan  Pengadilan

Agama

Izin Poligami

Hukum Islam yang bahas didalam skripsi ini ialah
masjlah}ah mursalah, dimana nantinya akan
digunakan sebagai dasar untuk analisis terkait
kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin
Poligami

Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk
tulisan ataupun ucapan atas perkara gugatan
dalam  Peradilan  tingkat pertama  yang
menjalankan kekuasaan kehakiman di jenjang
Peradilan Agama yang memiliki berada di ibu
kota kabupaten atau kota. Berwenang dalam
menangani dan mengatasi suatu sengketa antara
pihak yang bersengketa.

Kebolehan yang diberikan pengadilan agama bagi
seorang pria untuk menikahi lebih dari satu
seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan

dengan batasan yang di perbolehkan, yaitu hanya
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sampai 4 orang saja.!” Berhubungan dengan hal
tersebut maka penulis dalam penelitian ini
mengambil penelitian tentang perkara izin
poligami.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
bertahap. Kegiatan ini di mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data,
menganalisis data. Yang mana pada akhirnya akan mmperoleh sebuah
pemahaman tentang topik penelitian.'8
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan
penelitian pustaka atau [library research, merupakan salah satu jenis
penelitian yang memiliki tujuan untuk meneliti serta menganalisis putusan
Pengadilan Agama Pasuruan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Sedangkan metode yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu
metode penelitian hukum normatif empiris. Sehingga dalam penelitian ini
penulis mengambil data dari putusan PA Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas
dan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam
hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative empiris
karena pada penelitian yang di lakukan penulis menggunakan data pendukung
berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam memutus perkara
tersebut.

1. Data yang sudah dikumpulkan

17 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami
Dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), 20
'8 Conny R. Semiawan. Metode penelitian kualitatif, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 3
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Sesuai rumusan permasalahan di atas, oleh karena itu dalam
penyusunan penelitian ini data yang harus dikumpulkan, antara lain:
a. Data Primer : Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang
memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.
b. Data Sekunder : Berkas salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas. tentang Izin poligami.
Data yang berkaitan dengan Hukum Islam dan KHI terkait
permasalahan izin poligami karena ingin membantu calon isteri
kedua.
2. Sumber Data
Didalam penelitian ini sumber data yang diambil mencangkup 2
sumber andata lain :
a. Sumber data primer
Merupakan sumber data yang paling utama, bisa dikatakan
sumber data yang paling penting untuk memperoleh beberapa
informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.
Dalam hal ini adalah Hasil wawancara dengan hakim yang memutus
perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas dan salinan Putusan
Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang
permohonan izin poligami dengan alasan membantu calon isteri
kedua.

b. Sumber data sekunder.
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Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan
terdiri dari :
1. Bahan Hukum Primer
a) Salinan berkas putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami
b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974
¢) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer, seperti halnya hasil-hasil penelitian, hasil
karya hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian
ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku,
jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik
dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan
mengambil data yang sudah didapatkan dari dokumen ataupun data
yang sudah tertulis tersebut. Dokumen yang di maksud merupakan
putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA .Pas.

b. Wawancara



18

Selain dokumentasi juga terdapat teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan keterangan dari pihak yang bersangkutan yakni
wawancara dengan hakim yang bersangkutan dengan putusan yang
penulis kaji.

4. Teknik Pengolahan Data
a. Editing
Pengecekkan ulang pada data yang sudah terkumpul sekaligus
menyeleksi data agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang
akan diteliti oleh penulis dan melakukan pemeriksaan kembali
terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA .Pas dari segi identitas Pemohon dan
Termohon, pokok-pokok perkara Pemohon, amar putusan dan
pertimbangan hukum.
b. Organizing
Mengatur, menyusun dan mengelola kembali terhadap data
salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas
tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap calon istri kedua
tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah. sehingga nanti di
dapatkan bahan-bahan untuk diteliti.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah rangkaian kegiatan yang berupa

pengelompokan, sistematisasi dan verifikasi terhadap data sehingga,
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dapat memperoleh suatu pemahaman yang baru terkait permasalahan
yang ada.!” Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan
teori deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan seluruh data yang sudah
didapat. Setelah itu penulis menyusun secara sistematis kemudian
dianalisis menggunakan peraturan perundamg-undangan yang berlaku.
Serta didalam penelitian ini penulis menggunakan pemikiran deduktif
yaitu, menerapkan data-data secara umum setelah itu dikaitkan dengan
bagian yang khusus, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukalan teori-teori
umum terkait permasalahan permohonan izin berpoligami yang
beralaskan yakni membantu calon isteri kedua karena tidak ada yang
menafkahi. Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis secara
khusus terkait permasalahan tersebut dengan menggunakan teori hukum
Islam terhadap permohonan izin berpoligami tersebut.

I. Sistematika Penulisan
Untuk menjadkan mudah pemahaman pembaca maka penulis
menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematikanya yaitu :
Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang,
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

19 Mamik, Metode Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 114
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Bab kedua memuat landasan teori yang di dalamnya membahas terkait
dengan pengertian, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, hikmah
poligami, Kemudian membahas teori hukum Islam.

Bab ketiga memuat data penelitian, yang menjelaskan tentang objek
penelitian yakni, deskripsi secara singkat Profil Pengadilan Agama Pasuruan,
dan  deskripsi  putusan  Pengadilan Agama  Pasuruan = Nomor:
1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap
calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah.

Bab keempat, memuat analisis data yaitu menganalisis terkait
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:
1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap
calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah.
Dilanjutkan dengan membahas analisis Hukum Islam yang didalamnya
menjelaskan analisis secara teori hukum Islam terhadap adanya putusan
Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin
poligami dikarenakan kasihan terhadap calon istri kedua tidak ada yang
mengurus dan memberikan nafkah.

Bab kelima, memuat penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan
dari adanya penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan topik

penelitian sebagai penindak lanjutan dari penelitian ini.



BABII
GAMBARAN UMUM POLIGAMI

A. Pengertian poligami

poligami dapat dikatakan sebagai topik pembicaraan yang tidak ada
habisnya dalam ranah keluarga. Asal kata poligami sendiri yaitu bahasa
Yunani yang tersesun atas kata poli ataupun polus yakni memiliki arti tak
terhitung, serta gamein dan gamos memiliki arti pernikahan.! Sedangkan di
dalam Islam sendiri berpoligami juga bermakna yang istilahnya ta «addud al-
zawj>at (a3l 25) berarti memiliki istri lebih dari satu.

Di masa Kenabian Nabi Musa, poligami sudah banyak dilakukan.
Dalam ajaran Nabi Musa tidak melakukan pelarangan terkait praktik
poligami, serta tidak membatasi jumlah wanita yang akan dipoligami.
Kemudian, selain Nabi Musa poligami juga dipraktikkan oleh Nabi Daud,
Nabi Sulaiman, dan Nabi Ibrahim yang masing-masing memiliki dua atau
lebih orang istri.?

Secara istilah poligami diartikan sebagai, menurut kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI) poligami didefinisikan sebagai sebuah sistem perkawinan
yang salah satu pihaknya mengawini ataupun memiliki istri lebih dari satu
didalam sebuah hubungan pernikahan. Dalam pengertian yang lain poligami

diartikan sebagai kebolehan bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih

! Tinuk Dwi Cahyani, Hukuk Perkawinan..., 47.
2 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia..., 181

21
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dari satu dalam hubungan pernikahan. akan tetapi dengan batasan yang di
bolehkan dalam syariat Islam yaitu 4 orang saja.’

Dengan demikian poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dengan
ketentuan seorang suami memperistri dua orang wanita dalam kurun waktu
yang serupa, hanya saja tidak dilakukan dalam satu akad. Dalam kurun waktu
yang sama maksudnya ialah dalam menjalani kehidupan rumah tangga
seorang suami memperistri lebih dari satu orang tanpa menceraikan istri
pertamanya.

Sejarah poligami di belahan dunia sudah berkembang dan sudah dikenal
sejak dahulu. Poligami di masa dulu tidak mengenal batasan maupun kondisi,
dengan arti poligami di masa sebelum Islam tidak membatasi maksimal
jumlah wanita yang bisa di poligami. Pada dasarnya, poligami yang dijadikan
bahasa sehari-hari adalah poligini. Poligami sendiri artinya adalah sistem
perkawinan dengan memberikan persetujuan atau memperbolehkan terhadap
suami untuk berpoligami dalam satu ikatan pernikahan.* Bila menilik dari
sejarah poligami, pada hakikatnya poligami hanya dilakukan oleh mereka
yang mempunyai ekonomi di atasrata-rata. Sehingga dalam hal ini, mereka
berani mengambil resiko untuk menikahi beberapa wanita ataupun hanya

untuk melampiaskan nafsu.’

3 Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami
Dalam Al-Qur’an..., 20

4 Ibid., 22

5> Bustaman Usman, “Poligami menurut Perspektif Figh (studi kasus di kecamatan Pidie, kabupaten
Pidie, Aceh)”, Samarah: Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, Vol. 1. No. 1. (Januari-Juni,
2017), 277.
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Namun, dengan datangnya Islam banyak melakukan rekonstruksi
terhadap ketentuan poligami. Rekontruksi tersebut meliputi dua hal yakni:
pertama, suami diizinkan untuk melakukan poligami dengan ketentuan
jumlah wanita maksimal hanya empat orang saja. Kedua, poligami dapat
dilakukan dengan ketentuan mampu bersikap adil terhadap para istri.®

B. Dasar Hukum

Islam tidak melarang poligami, pada dasarnya poligami bersifat
mubah. Hal ini dikarenakan Islam memandang poligami sebagai sebuah
moral, dikatan sebuah moral yang berarti bahwa poligami tidak dilakukan
dengan sesuka hati mereka. Selain itu harus dilakukan dalam ikatan
pernikahan yang sah, dan diketahui oleh orang yang berada di sekitanya
ataupun dicatatkan sesuai prosedur yang berlaku.’

Para jumhur ulama berpendapat yakni laki-laki dibolehkan mengawini
wanita lebih dari satu wanita pada sebuah ikatan pernikahan dengan batasan
empat orang saja, Ini bertujuan sebagai sebuah kecukupan bagi seorang
seorang laki-laki. Dan apabila lelaki menikahi lebih pada empat orang wanita
dalam sebuah ikatan perkawinan, dikhawatirkan akan menimbulkan
perbuatan maksiat dari mereka. Maksudnya akan menimbulkan maksiat
adalah ketidak terpenuhinya hak keduanya. Secara zahir seorang pria tidak
akan bisa untuk mecukupi kebutuhan keduanya. Maka di dalam Al- Qur’an
mengisyaratkan hal tersebut seperti halnya firman Allah didalam pada Q.S

al-Nisa’ [4]:3

¢ Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju hukum yang berprekspektif kesetaraan dan
keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 166
" Yusuf al-Qardhawi, Figih Wanita, (Bandung: Penerbit Jabal,2020), 71
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Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.

Menurut jumhur Ulama’, huruf “waw” dalam lafaz 2353 &by g

menunjukkan arti pilihan (atau), dengan demikian dapat dimaknai dua atau
tiga atau empat. Sedangkan menurut sebagian ulama’ zahiri dan sebagian dari

golongan syi’ah berpendapat bahwa maksimal perempuan yang bisa dinikahi

adalah sembilan, dengan alasan huruf “waw” dalam lafaz 233 k_»-ljj S

menunjukkan arti “dan” sehingga berarti dua dan tiga dan empat (2+3+4).3

Adapula sebagian ulama’ dari golongan syi’ah berpendapat bahwa lafaz

&8 G 5 &+ mempunyai maksud (4+6+8), dengan demikian menurut

mereka seorang laki-laki boleh menikahi perempuan sebanyak 18 perempuan.
Namun, pendapat tersebut dinilai oleh jumhur ulama’ bertentangan dengan
ijma’ ulama’ terdahulu.’

Ayat di atas merupakan ayat yang cukup terkenal dan sering dugunakan
sebagai dasar hukum untuk mengetahui bagaimana hukum poligami dalam

Islam. Sudah jelas bahwa apabila ditakutinya tidak bisa bersikap adilnya

8 Iffah Muzammil, Figh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam, (Tanggerang: TiraSmart,
2019), 94
® Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia..., 184
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dalam hal persetubuhan dan memberikan nafkahnya apabila ia mengawini
dua,tiga atau empat orang istri dengan kata lain melakukan poligami.
hendaklah dia mengawini hanya satu orang saja. Karena itu akan jauh mulia
dan menghindarkan diri dari perbuatan yang zalim.'® Kebolehan seorang
suami memiliki istri satu dibolehakan, ketika syaratnya terpenuhi dan bisa
terjamin untuk bersikap seadil-adilnya bagi istri.!!

Maksud adil dari ayat di atas adalah tindakan seorang suami terhadap
istri-istrinya dalam hal pakaian, rumah, waktu dan berbagai hal yang bersifat
lahir maupun bathin.!'? Dalam Islam memperbolehkan poligami dengan syarat
dan ketentuan yang diperketat, pasalnya seorang suami harus mampu
bersikap adil terhadap semua istrinya secara lahir maupun bathin. Namun,
adapula ulama’ klasik yang mengatakan bahwa poligami merupakan bagian
dari rukhs{ah (keringangan), artinya untuk dapat melakukan rukhs{ah harus
dalam keadaan darurat hal tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai
keadilan terhadap istrinya.!*> Namun, kita sebagai manusia tidak mungkin
mampu untuk memenuhi aturan-aturan yang telah disebutkan didalam ayat
diatas, artinya tidak akan mampu untuk menciptakan keadilan secara

sempurna. Walaupun memang ada yang mampu namun, hanya orang-orang

10 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, (Depok : Gema Insani, 2011), 162

' Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,
2017 )140

12 Bustaman Usman, “Poligami menurut Perspektif Figh...., 279

13 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Gama
Media, 2017), 177
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tertentu saja.'* Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat
129 yang berbunyi:
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Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara
istri-istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga
kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan
perbaikan dan pemeliharaan diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Dari ayat diatas, al-Zamakhsyari menyatakan bahwa tuntutan
kemampuan untuk bersikap adil kepada para istrinya harus setara atas
kapasitas yang dipunya, lantaran menurutnya menuntut diri untuk melakukan
sesuatu melebihi batas dari kapasitas juga terhitung prilaku yang zalim.
Sedangkan menurut Al-Syaukani menjelaskan bahwasannya upaya manusia
buat bersikap adil, manusia tidak mungkin sanggup. Maka itu, Allah
membuat larang untuk tidak terfokus pada satu daripada mereka yang
nantinya akan berakibat pihak lainnya terlantar. Sehingga sebisa mungkin
untuk berupaya secara maksimal bersikap seadil-adilnya terhadap istri-
istrinya jika melakukan poligami.'®

Selain itu juga dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa adil dalam
melkaukan poligami adalah adil yang dapat dijangkau. Adapun adil yang
tidak dapat dijangkau adalah perasaan, rasa cinta ataupun kasih sayang.

Karena Allah maha membolak balikkan hati hambannya. Walaupun ingin

berbuat demikian untuk berlaku adil, secara tidak langsung perasaan itu akan

14 Bustaman Usman, “Poligami menurut Perspektif Figh..., 279
5 Marzuki, “Memahami ketentuan Poligami dalam Hukum Islam”, (Yogyakarta: Universitas
Negeri Yogyakarta, t.th), 3.
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cendereng ke satu orang. Hal ini tentu sangat manusiawi. Karena kita tidak
dapat mengatur perasaan kita sendiri.
C. Syarat-syarat poligami
1. Syarat menurut ulama klasik
Dalam pemberlakuan poligami oleh Islam tentu tidak terlepas dari
batasan ataupun persyaratan yang terdapat di dalamnya. Adapun syarat-
syarat yang sudah di tentukan oleh syara’ adalah sebagai berikut :
a. Pembatasan jumlah istri
Dalam Islam sudah sangat di tegaskan denga jelas bahwa
seseorang boleh melakukan poligami dengan batasan 4 orang saja.'®
Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari perbuatan maksiat yang
akan di timbulkan yaitu ketidak mampuan dalam memenuhi hak-
haknya. Dan apabila ingin menikah lagi maka ceraikan salah satu
dari keempat istri mu. Menurut madzab ahli sunah, laki-laki tidak
bisa megawini lebih pada empat orang wanita didalam satu ikatan
pernikahan walaupun dalam waktu masa iddah istrinya yang dia
jatuhkan talak. Dan seorang laki-laki yang berkeinginan ingin untuk
berpoligami hendaklah menunggu masa iddah istrinya selesai
terlebih dahulu. 7
b. Wanita yang dipoligami tidaklah memiliki ikatan persaudaraan.

c. Bersikap adil.'®

16 Zaini Nasohah, Poligami Hak dan Keistimewaan menurut Syariat Islam, (Kuala Lumpur : t.tb,
2000), 17

17 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9..., 160

18 Zaini Nasohah, Poligami Hak dan Keistimewaan menurut Syariat Islam..., 22
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Menurut Abdul Rahman I menetapkan persyaratan poligami ada
dua yaitu

a. Bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus
memiliki kemampuan dn kekayaan yang lebih, hal ini dimaksudkan
gar seorang laki-laki yang melakukan poligami dapat memberikan
kecukupan naftkan bagi istri-istrinya.

b. Perlakuan adil bagi setiap istri-istrinya. Yang di perlakukan dengan
cara yang sama dan terpenuhi hak perkawinan atupun hak-hanya
yang lain."

Disebutkan dialam tafsir Al-Maragy, Jilid IV halaman 181-182
menjelaskan sebab berpoligami ialah sebagai berikut:

a. tidak memiliki keturunan.

b. seorang istri mengidap sakit yang tidak mungkin bisa di
sembuhkan. Sehingga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai
seorang istri.

c. suami memiliki nafsu seksual yang tinggi. Sehingga tidak cukup
dengan satu orang istri

d. jumlah wanita yang lebih tingga dari jumlah laki-laki, karena
terjadinya peperan.?’

2. Syarat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI

Y Tutik Triwulan Tutik,trianto, Poligam Dalam Perspektif Perikata Nikah Telaah Konstektual
Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi
Pustaka Pblisher, 2007), 68

20 Ibid, 72
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Pada hakikatnya Indonesia menganut asas monogami dalam sebuah
pernikahan. Hal tersebut telah serupa dengan pasal 3 Undang-Undang No
1 tahun 1974 yang menyebutkan “seorang suami hanya pada asasnya
hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya seorang wanita hanya
boleh mempunyai satu orang suami’. Menunjukkan dengan istrilah
“pada asasnya” disini dapat dilakukan penyimpangan, hal ini terbukti
sebagaimana pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan “ apabila seorang suami
ingin melakukan poligami atau ingin beristri lebih dari satu maka hal
tersebut dapat dilakukan dengan izin dari pihak-pihak yang
bersangkutan”

Bisa dikatakan berpoligami dapat di lakukan atas alasan-alasan
yang sudah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang No 1Tahun 1974
bunyinya sebagai berikut:

a. Ketika suami berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu,
sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 3 ayat 2 wajib
melakukan permohonan izin ke pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.

b. Pengadilan dibolehkan memberikan izin sebagaimana ayat 1 apabila
seorang suami yang akan melakukan poligami dengan alasan
sebagai berikut:

1) Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban

2) Istri mengidap penyakit atau mendapati cacat fisik yang tidak

mungkin dapat disembuhkan
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3) Istri tidak bisa memiliki anak (mandul).?!

Apabila melihat pada ayat tersebut, sudah jelas bahwa Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 membolehkan berpoligami namun dengan
sebab-sebab khusus. Apabila dilihat dari asas yang di anut oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami, hal
tersebut bukanlah ketetapan yang bersifat mutlak. Dalam arti ketentuan
tersebut hanya bertujuan untuk menjadikannya lebih sulit dan menekan
kemungkinan terjadinya poligami dan bukan bertujuan untuk menghapus
sistem poligami.??

Selain alasan-alasan yang sudah dipaparkan di atas, juga terdapat
syarat-syarat yang harus di penuhi apabila ingin malakukan poligami,
yaitu pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
meyebutkan sebagai berikut :

Agar dapat mengajukan permohonan izin ke pengadilan yaitu
sudah dujelaskan dalam pasal 4 ayat 1 maka wajib memenuhi syaratnya
sebagai berikut: 23
a. Disetujui oleh pihak istri
b. Terdapat sebuh keyakinan seuaminya menjamin untuk mencukupi

kebutuhan istri dan anaknya.

c. Terdapat serta jaminan suaminya bersikap seadil-adilnaya bagi istri

dan anaknya.

2! Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
22 Tutik Triwulan Tutik,trianto, Poligami Dalam Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual
Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No I Tahun 1974..., 121

2 Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Izin (persetujuan) didalam ayat 1 huruf (a) tidak berlaku atas
seorang suami yang pihak istri tidak dimungkinkan untuk dimintai
persetujuan, ataupun istri tidak berkabar dengan rentan waktu selama 2
tahun, atau di karenakan ada hal lain yang perlu mendapakan sebuah
penilaian dari hakim pengadilan.
Selain Undang-Undang No 1 Tahun 1974 poligami juga diatur
dalm KHI pasal 55 sampai pasal 58 yang berbunyi sebagai berikut :**
Pasal 55
1. Apabila ingin berpoligami didalam satu ikatan pernikahan, maka
terbatas dengan empat orang istri

2. Persyaratan wajib (utama) dalam memiliki lebih dari satu orang
adalah mampu untuk bersikap seadil-adilnya bagi para istri serta
anaknya

3. Apabila syarat pada aya 2 tidak dapat di jalankan maka seorang

suami dilarang untuk beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56
1. Seorang suami yang ingin beristri lebih darisatu orang maka harus
mendapatkan izin dari pengadilan agama
2. Prosedur pengajuan izin yang di maksud pada ayat 1 dilakukan
sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam Bab. VII Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975

24 Pasal 55-58 Kompilasi Hukum Islam
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3. Pernikahan poligami yang dilakukan dengan istri kedua ketiga atau
keempat tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka
pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

1. Pengadilan agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang
akan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu apabila :

a. Istri tida berkecukupan melakukan kewajiban
b. Istri mendapati atau mengidap cacat fisik ataupun sakit yang
tidak mampu disembuhkan.

c. Istri mandul.

Pasal 58

1. Selain dari yang sudah disebutkan dalam pasal 55 ayat 2 agar
mendapatkan izin dari pengadilan agama, adapun persyaratan yang
sudah di tentukan dalam pasal 5 Undang-Undang No 1 yahun 1974
harus di penuhi yaitu :
a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya sebuah jaminan bahwa seorang suami dapat menjamin

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

2. Dengan tidak bermaksud untuk mengurangi ketentuan pasal 41 huruf
b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetjuan dari istri / istri-
istri dapat dilakukan dengan persetujuan secara tertulis dan

persetujuan secara lisan. Walaupun istri sudah memberikan



33

persetujuan dengan cara tertulis maka persetujuan ini juga dipertegas
secara lisan oleh istri saat sidang di pengadilan agama.

3. Izin (kerelaan) dijelaskan didalam ayat 1 huruf a tidak berlaku untuk
seorang suami yang istrinya tidak dimungkinkan untuk dimintai
persetujuan, ataupun istri tidak mengabari semasa 2 tahun, ataupun
penyebab lain yang harus memperoleh penilaian dari hakim

pengadilan.

D. Hikmah Poligami

Dari diizinkannya memiliki istri lebih dari satu dalam sebuah akad

pernikahan atau poligami juga memiliki hikmah sebagai berikut :

1.

Untuk memiliki anak untuk pasangan suami istri, yang suaminya subur

akan tetapi istrinya tidak dapat memberikan keturunan.

. Untuk mempertahankan sebuah keutuhan keluarga tanpa harus memutus

hubungan suami istri (cerai) dengan salah satu istrinya. walaupun
seorang istri tidak mampu mejalankan kewajiban sepatutnya seorang
istri, ataupun istri tersebut mempuntai cacat secara fisik (badan) atau
menderita sebuah penyakit yang tidak dapat disebmbuhkan.

Sebagai penyelamat bagi seorang suami yang memiliki kebutuhan
biologi yang tinggi (hypersex) atas perbuatan zina ataupun krisis akhlak
lainnya.

Sebagai penyelamat krisis akhlak bagi wanita yang berada dalam sebuh

negeri atau bangsa yang memiliki angka perempuan melebihi
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dibandingkan angka laki-laki. Misalnya setalah terjadinya peperangan
yang cukup lama.?

Selain hikmah diatas, jika poligami di pandang dari dua sisi yaitu
poligami sebagai penolong dan poligami sebagai penyakit di kalangan
masyarakat seperti saat ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila poligami dipandang sebagai penolong

Hal ini dapat diartikan bahwa poligami memang di perbolehkan
dalam Islam sebagai penolong bagi suami istri sebagaimana yang sudah
di sebutkan dalam peraturan yang sudah di paparkan diatas.

Akan tetapi tidak jarang di temui dalam beberapa putusan
Pengadilan Agama yang mengabulkan izin untuk berpoligami di luar
yang sudah di jelaskan di atas. Sebagaimana salah satunya adalah
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang di kaji oleh penulis yatu izin
poligami di karenakan calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan
memberikan nafkah.

Apabila kita ambil hikmah atau sisi baik dari putusan tersebut.
Menjelaskan apabila calon istri kedua tidak di tolong dengan cara di
nikahi, di takutkan akan kesengsaraan kehidupan bagi istri keduanya.
Dan selain itu ditakutkan akan menimbulkan fitnah di kalangan
masyarakat.

2. Poligami dipandang sebagai penyakit

25 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019)
100
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Di zaman yang semakin modern seperti saat ini tidak dapat
menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami.
Dalam hal ini diartikan sebagai pemenuhan nafsu sesaat. Atau dengan
kata lain disaat suami (Pemohon) sudah mengajukan izin ke poligami
akan tetapi istri pertama tidak memebrikan izin untuk melakukan
poligami, sehingga melakukan poligami di bawah tangan (nikah sirri).
Dimana sah menurut agama akan tetapi tidak di catat oleh negara.

Hal ini tentu sangat merugikan pihak istri. karena tidak mendapat
akta nikah, kesulitan dalam membuat akta untuk anak yang dilahirkan
dan apabila suami tidak mau bertanggung jawab maka seorang istri tidak
dapat mengugatnya ke pengadilan agama dalam memperjuangkan haknya
ataupun anak yang sudah dilahirkan dari pernikahannya.

E. Mas}lah}ah
1. Pengertian mas}lah}ah

Secara bahasa mas}lah}ah berasal dari kata slalah}a (=) yang
memiliki arti baik. Dalam bahasa Indonesia mas}lah}ah kerap kali ditulis
maupun disebut dengan maslahat merupakan antonim dari kata mafsadat
(keburukan). Sehingga dapat diartikan mastlah}ah merupakan sesuatu
yang mendatangkan kebaikan.?®

Secara istilah mas}lah}ah memiliki definisi yang cukup beragam di

kalangan ulama, khususnya ulama ushul figh diantaranya sebagai berikut

26 Abbas Arfan, “Maslahah Dan Batas-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith
al- Mas}lah}ah Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah)”. De Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Volume 5
Nomor 1, (Juni 2013), 90
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a. Al-Ghazali mendefiniskan mas}lah}ah sebagai perkara yang dapat
memberikan kebaikan serta menghindari dari keburukan. Akan tetapi
pada hakikatnya menekankan pada lima penjagaan menurut syarak
yakni pemeliharaan tethadap agama, jiwa, akal, nasab, serta
terhadap harta. Atau bisa didefinisikan dengan suatu yang bisa
membawa ke tujuan syariat.

b. Ash-Shaukani mendefinisikan mas}lah}ah sebagai pemeliharaan
terhadap pokok-pokok hukum Islam dan menghindarkan dari
keburukan ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan
kerusakan terhadap manusia.?’

c. Al-Taraki mendefinisikan mas}lah}ah sebagai pengaturan hukum
terhadap mukalaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan
terhadap segala sesutu yang mendatangkan keburukan.

Sehingga dapat di fahami mas}lah}ah merupakan suatu hal yang
dianggap baik oleh pemikiran manusia serta menbawa kebaikan dan
menolak kebutrukan (mafsadat) untuk umat manusia dan tidak
bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam hal menetapkan sebuah
hukum.?8

al-Syatibi membolehkan mas}lah}ah mursal dengan sejumlah

syarat yang secara ringkas menjadi tiga poin sebagai berikut :

27 Agus Waluyo, “Ekonomi Islam Dalam Bingkai Magqasid Asy-Syari’ah”, (Yogyakarta:
EKUILIBRIA,2018), 22

2 M. Ali Rusdi Bedong, “Maslahat Dan Kaidahnya”, (Parepare: IAIN PAREPARE
NUSANTARA PRESS,2020) 12
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a. Apabila permasalahan tersebut dalam lingkup muamalah dan adat,
hal tersebut didak masuk kedalam lingkup ibadah

b. Tidak bertentangan dengan nash khusus atau hukum pokok

c. Mendatangkan kebaikan yang lebih banyak sebagaimana yang sudah
di sebutkan dalam nash.?

Mas}lah}ah ialah satu dari metode yang di gunakan oleh para
ulama ushul untuk penetapan hukum (istimbat) dalam persoalan yang
tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Namun
dalam penggunaan metode ini lebih mengutamakan terhadap aspek
kemanfaatannya (mas}lah}ah) secara langsung.

Sehingga dapat di tarik pemahaman bahwa mas}lah}ah dalam
artian syara’ tidak sekedar di dasarkan terhadap tanggapan akal dalam
penilain baik ataupun buruk sesuatu tersebut, tidak juga untuk
memberikan kebaikan serta menghindari kerusakan, namun melebihi
daripada itu. Sesuatu yang menurut akal baik juga tidak boleh
menyimpang dari tujian syara’ dalam penetapan hukum ialah dalam
penjagaan lima perkara.*’

2. Macam-macam mas}lah}ah

Apabila dilihat dari segi kekuatan menjadi hujah untuk penetapan
sebuah hukum maslahah terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a. Mas}lah}ah d}aruriyah, segala seuatu yang menjadi pokok

(kebutuhan primer) dalam keberlangsungan kehidupan manusia,

2 Jasser Auda, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, (Bandung: PT Mizan
Pustaka 2008), 167
30 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), 348
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harus ada demi kemaslahatan terhadap manusia di dunia ataupun
diakhirat. Apabila pokok tersebut tidak terpenuhi atau dipelihara

dengan baik maka kehidupan manusia akan kacau.’!

. Mas}lah}ah hajiyah, suatu mas}lah}ah yang digunakan untuk

meyempurnakan keperluan pokok. Dalam bentuk kemudahan untuk
memudahkan serta mejaga keperluan dasar manusia. Apabila
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak
akan terancam atau musnah. Namun keberadaannya dapat

memberikan kemudahan untuk keberlangsungan hidup manusia.

. Mas}lah}ah tahsiniyah, merupakan sesuatu yang berupa tingkah

laku ataupun tindakan-tindakan yang pada dasarnya berkaitan
dengan budi pekerti danmenjaga keutamaan dalam hal ibadah, adat,
serta muamalah.

Ditinjau menurut syara’ mas}lah{ah mursalah ada 3, ialah :

. Al-Mas}lah{ah Mu ‘tabarah, merupakan Mas}lah{ah yang sangat

jelas diakui oleh hukum Islam serta dibuatkan ketentuan hukum yang
dapat merealisasikannya. Contohnya diperintahkan untuk melakukan
jihad dengan tujuan untuk melkuakn penjagaan terhadap agama dari
penyerangan, diutamakannya hukum qisas dengan tujuan untuk
memelihara nafsu, hukuman bagi peminum minuman keras dengan

tujuan penjagaan akal, hukuman bagi pezina dengan tujuan menjaga

31 bid, 349



39

keturunan serta kehormatan, serta hukuman bagi para pelaku
pencurian untuk memelihara harta.?

b. Al-Mas}lah{ah al-Mulghah, ialah segala hal yang dapat dikatakan
palsu dikarenakan pada kenyataannya bertolak belakang dengan
kekuatan hukum Islam. Contohnya, adanya sebuah pandangan
penyamaan pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak
perempuan dalam Mas}lah{ah. Namun hal tersebut bertolak
belakang dengan penjelasan hukum Islam di dalam surat An-Nisa
ayat 11.

c. Al-Mas}lah{ah al-Mursalah, dalam penelitian ini yang dimaksud
penulis yakni mas!lah{ah al-mursalah yang mempunyai pengertian
sebagaimana yang akan di jelaskan dalam point selanjutnya.
Mas}lah{ah al-mursalah biasa ditemukan dalam permasalahan
mu’amalah yang di dalam Al-Qur’an serta sunah tidak memiliki
penjelasan yang secara jelas. Sehingga tidak dapat dilakukan
analogi. Misalnya, rambu lalu lintas serta peraturan lalu lintasnya.
Hal tersebut tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun dalam sunah.
Akan tetapi hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam
halpenjagaan terhadap jiwa ataupun penjagaan terhadap harta.

F. Mas}lah}ah Mursalah

1. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah

32Rafsan Mulky, Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 149.
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Menurut bahasa Mas}lahtah Mursalah tersusun atas kata
mas}lah}ah yang yang tersusun atas kata mas!lahlah berawal dari kata

( #-) yang berarti baik atau kebaikan dan mursalah yang berawal dari
kata (M) yang memiliki arti mengutus, mengirim, atau

mempergunakan. Apabila kedua kata tersebut di padukan maka

mas}lah}ah mursalah yang memiliki arti dasar kebaikan ynag digunakan

untuk penetapan hukum Islam.?

Mas}lah}ah mursalah bisa di jadikan hujjah apabila memenuhi
persyaratan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Abdul Karim Bin
Ali Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya Al-Jami’ Lil Masail Us}ul
Al-Figh Wa Tabigatuha ‘Ala Al-Madzhab Al-Rajih, yaitu sebagai berikut:
a. Sebaiknya mas}lah}ah mursalah tersebut termasuk ke dalam

mas}lah}ah yang bersifat dharuri (kebutuhan pimer) yaitu terhadap
penjagaan lima perkara. Hal ini menyatakan adanya perbuatan
hukum atas sebuah perkara yang menimbulkan kemaslahata dan
menghindarkan kerusakan.

b. Kemaslahan harus bersifat universal dan tidak bersifat individu.
Artinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan hukum
pada sebuah kasus dapat menimbulkan kemaslahatan untuk sebagian
besar manusia. Sehingga bukan untuk kebaikan pribadi.

c. Sebaiknya mas/}lah}ah tersebut tidak bertentangan dengan, magqosid

al-syariah atau hukum islam. Oleh karenanya tidak diperbolehkan

33 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142.
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mempercayai kebaikan yang menurut kebaikan persamaan antara
laki-laki dan perempuan dalam perkara waris. Dikarenakan hal
tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan Al-Qur’an.

d. Sebaiknya kemaslahatan tersebut yang bersifat Qat}’i dan tidak

bersifat d}any.>*

2. Landasan hukum
Adapun dasar hukum mengenai di berlakukannya konsep maslahah
diantaranya:*>
a. Q.S Al-Anbiya (21) :107

Gxd W 225 9y Selesfug
Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melaikan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam

b. Q.S al-An’am (6): 54

2ol 3 o Je 1S usvg;m s 546 }L;JJJ\ Bls 1305

& » A% }“';’

V’*”:)Jf&m Clwbgamwubqu;\” (iﬁ.;fd.?}«&;m\

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat
Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum.
Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu)
bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu
lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya
dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Q.S al-Bagarah (2): 220
U RIEE TR RTEACT PREG L DR e IR
s Bl o) r;::zsi B 5 ;J’ SRS

3% Agus miswanto, Ushul Figh Metode ljtihad Hukum Islam Jilid 2, ( Magelang: UNIMMA
PRESS, 2019), 174
35 Ibid, 163
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Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka
adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka
adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat
kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah
menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu.
Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

3. Kehujjahan mas}lah}ah mursalah

Sehingga untuk menghadapi kehujjahan teori mas}lah}ah para ahli
hukum Islam memiliki perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan
maslahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah sebagai berikut :

a. Ulama hanafiyah, menyatakan mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan
menjadi landasan hukum dengan persyaratan apabila mas/}lah}ah
tersebut berpegang dengan hukum. Maksunya ada nash, hadis atau
ijma’ menujukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai mas/}lah}ah
tersebut merupakan illat alam penetapan sebuah hukum

b. Sebagian ulama Maliki dan Hambaliah mengemukakan mas}lah}ah
mursalah dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan yang sudah
ditentukan seperti halnya sejalan dengan hukum islam, kemaslahatan
tersebut bersifat rasional dan pasti, sehingga dapat mendatangkan
manfaat dan menolak kerusakan. Yang terakhir menyangkut
kepentingan orang banyak bukan hanya sekedar individu.

c. Kalangan ulama Syafiiyah, pada dasarnya sudah menajdikan
mas}lah}ah sebagai dalil syara’. Namun dalam hal ini Imam Syafi’i
mengategorikan mas}lah}ah mursalah ke dalam Qiyas. Sebagaimana

ancaman bagi seorang pemabuk sama halnya dengan pelaku zina
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yakni di jatuhi hukuman sebanyak 80 kali dera. Hal ini dikarena bagi
seorang pemabuk dia akan mengigau efek dari minuman kerasnya.
Sehingga hal ini di takutkan akan tertuduhnya individu lain
melakukan zina.

d. Al-Ghazali, juga menerima dan  beranggapan  bahwa
mas}lah}ah dapat menjadikannya hujjah apabila termasuk
kedalam hal yang dharuri, tidak bertentangan dengan nash.
Dan yang berkaitan dengan kemaslahatan  kepentingan
pribadi, mayoritas orang dan berlaku sana terhadap semua

orang.*¢

36 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”,
jurnal justitia, Vol.1. No.4 (Desember,2009), 356



BAB III
DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI

PUTUSAN NOMOR 1740/PDT.G/2019/PA.PAS

A. Gambaran Pengadilan Agama Pasuruan
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan
Pengadilan Agama Pasuruan secara astronomi terletak pada
112°30° -112°55 Bujur Timur dan 7°30” - 7°40° Lintang Selatan dengan
batas-batas:
a. Sebelah Utara : Selat Madura
b. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat :Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Pasuruan

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan
Visi : mewujudkan pengadilan agama pasuruan yang transparan
dan akuantable.
Misi :
a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang sederhana,cepat dan biaya
ringnan dan transparan.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

46
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c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

3. Wilayah yuridiksi

PETA DAERAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

SEJAK BERDIRI SAMPAI| SEKARANG

Sumber: https:/pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/

Area hukum Pengadilan Agama pasuruan meliputi 17 (yujuh belas)
kecamatan yang berada dalam 2 (dua) derah, ialah kabupaten dan kota
Pasuruan. Di wilayah kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan yaitu :

a. Kecamatan Bungul Kidul

b. Kecamatan Grandirejo

c. Kecamatan Purworejo

d. Kecamatan Panggungrejo

Sedangkan wilayah kabupaten Pasuruan meliputi 13 kecamatan
yaitu:

a. Kecamatan Rejoso

b. Kecamatan lekok\

c. Kecamatan Grati

d. Kecamatan Nguling



k.

L.

Kecamatan Kraton
Kecamatan Pohjentrek
Kecamatan Kejayan
Kecamatan puspo
Kecamatan Gandangwetan
Kecamatan Winongan
Kecamatan Lumbung

Kecamatan Pasrepan

m. Kecamatan Tosari'

4. Sruktur organisasi

48

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

KETERANGAN

KOMAHDO
=anansnseaes | KOORDINASE

Sumber:https://pa-pasuruan.go.id/struktur-organisasi-pa-pasuruan/

B. Deskripsi

Putusan Pengadilan

Agama

1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami

Pasuruan

Nomor

Sebagaimana terjadinya izin poligami di pengadilan agama

Pasuruan yang menggunakan alasan merasa kasihan terhadap calon istri

kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah yang terdaftar

! Pengadilan Agama Pasuruan, “profil Pengadilan”, dalam https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-
pasuruan/, diakses tanggal 15 Agustus 2021
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tangal 17 Oktober 2019 dengan Nomor perkara 1740/Pdt.G/
2019/PA.Pas. Kemudian untuk menguraikan terkait dengan duduk
perkara penulis memakai nama samaran Pemohon dan Termohon.
Mengenai perkaranya adalah seperti berikut:

Identitas Pemohon berumus 30 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, berkerjaan sebagai pedagang, bermukim di Kabupaten
Pasuruan. Di mana akan melawan Termohon berumur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai pedagang, bermukim di
Kabupaten Pasuruan.

Pemohon dan Termohon sudah melaksanakan akad perniakahan
pada tanggal 30 Juli 2009 dan ditulis oleh Pegawai Pencatatan Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
(kutipan akta nikah nomor 459/120/2009 tanggal 30 Juli 2009).

Bahwasanya selepas terjadinya akad perkawinan berlangsung
Pemohon dan Termohon bermukim di kediaman orang tua Termohon
semasa 3 tahun, setelah itu berpindah ke kediaman pribadi hingga
sekarang. Dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah
dianugrahi dua orang buah hati yang bernama: Anakl (lahir tanggal 29
Desember 2010) dan Anak?2 (lahir tanggal 19 Mei 2018).

Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan seseorang
perempuan berumur 20 tahun, tidak bekerja, berkediaman di Dusun
Krikilan Rt 02 Rw 07 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten

Pasuruan selaku calon istri kedua Pemohon yang akan melangsungkan
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serta dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Grati. Pemohon ingin berpoligami dengan alasan Pemohon

merasa kasihan kepada calon istri kedua Pemohon dikarenakan tidak ada

yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangganya.

Bahwa Pemohon sanggup mencukupi semua keperluan hidup dan
sanggup bersikap adil kepada para istri serta anak-anak Pemohon,
dikarenakan Pemohon berprofesi menjadi penjual bakso dan lalapan serta
memiliki pendapatan dalam satu harinya rata-rata Rp. 1.500.000.

Bahwasannya Termohon mengungkapkan bersedia serta tidak
keberatan terhadap niat Pemohon yang ingin melakukan poligami dengan
calon istrt kedua Pemohon. Dan calon istri kedua Pemohon
mengungkapkan tidak berkenan mengusik harta benda antara Pemohon
dan Termohon.

Bahwa semasa berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki
harta bersama yaitu:

a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 243 m? yang berada di Desa
Plososari Kecamatan Grati Kabupaten pasuruan,belum bersertifikat
atas nama Sukirman

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagai
depot Bakso dan lalapan, dan terletak di Desa Ranuklindungan
Kecamatan Grati denga luas 336 m? belum bersertifikat atas nama

Sukirman
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c. 1 unit mobil Toyota Rush, warna hitam metalik, dengan nomor
polisi N 1498 AA, tahun 2009, atas nama Yeney Widya P, SE, AK,
MSA

d. 2 unit sepeda motor, sepeda Honda Vario Nopol N 3266 WB tahun
2018 atas nama Sukirman, dan sepeda Honda Beat Nopol N 5230
XU, tahun 2018 atas nama Sunan

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri keduanya
adalah orang lain dengan kata lain tidak memiliki hubungan darah
ataupun hubungan sepersusuan menurut hukum syara’ dan hukum
perundang-undangan yang berlaku tidak ada yang menghalangi
perkawinan Pemohon dan calon istri kedua dari Pemohon.?

Bahwa orang tua Termohon dan calon istri kedua Pemohon
mengungkapkan kesediaannya serta tidak menentang seandainnya
Pemohon memperistri lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Kemudian
antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan pernikahan
berdasarkan agama Islam ataupun hukum perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan dalil-dalil putusan tersebut, Pemohon
berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan majelis hakim
agar memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut: mengabulkan
permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk

berpoligami, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

2 Berkas perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas
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C. Pertimbangan hakim pengadilan agama Pasuruan terhadap
permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1740/Pdt.G/
2019/PA.Pas

Sebagaimana harapan dan tujuan Pemohon yang sudah di uraikan
sebelumnya, bahwa dalil-dalil tersebut yang menjadi alasan permohonan
Pemohon ialah bahwa Pemohon memiliki kehendak untuk mempunyai
istri lagi dalam ikatan penikahan (poligami) dengan seorang perenpuan
sebagai calon istri keduanya dengan alasan bahwa calon istri kedua tidak
ada yang mengurus serta memberikan nafkah.

Dalam hal ini, pengajuan izin yang dilakukan Pemohon untuk
berpoligami terhadap termohon, di mana permohonan tersebut
merupakan persengketaan anatara pemohon dan termohon yang
beragama Islam. sehingga perkara tersebut diajukan di Pengadilan
Agama Pasuruan. Sebagaimana seperti yang sudah di jelaskan diatas,
bahwa kasus tersebut termasuk kedalam kompetensi absolut pengadilan
agama. Dengan demikian pengadilan agama pasuruan memiliki
kewajiban untuk memeriksa kasus tersebut

Sebenarnya majelis hakim mencoba untuk memberi nasehat serta
mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi
upaya yang dilakukan tidak berhasil, sehingga Majlis Hakim meminta
untuk mengambil jalan mediasi, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Namun, jalan
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mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap memegang

teguh pendiriannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secara

lisan seperti yang tertera di atas dan sebagai penguat dalil-dalil

permohonan, Pemohon memberikan alat bukti berupa P.1 sampai dengan

P.11 serta bukti-bukti tersebut telah bermaterai sehingga cukup untuk

dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Maka, dilampirkan dokumen sebagai berikut:

a.

Foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan  Grati, Kabupaten Pasuruan Nomor
159/120/V11/2009 tanggal 30 juli 2009

Foto copy KTP atas nama xxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pasuruan tanggal 02 Mei 2018

Asli Surat Pernyataan Bahwa tidak berkeberatan untuk dimadu oleh
Termohon tanggal 09 Oktober 2019

Asli surat pernyataan bahwa sanggup untuk berbuat adil Pemohon
tanggal 09 Oktober 2019

Foto copy surat keterangan penghasilan yang diterbitkan oleh Kepala
Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan Nomor
470/41/424.305.04/2019 tanggal 09 Oktober 2019

Asli surat keterangan harta kekayaan Termohon tanggal 09 Oktober

2019
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g. Foto copy surat pengantar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Gratitunon Kecamatan Grati kabupaten pasuruan Nomor
474.2/84/424.305.1.01/2019 tanggal 09 Oktober 2019\

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam golongan hukum
perorangan (Personen Recht) sebab itu tidak dibenarkan apabila hanya
mendasarkan atas pada pengakuan secara lisan atau adanya kesepakatan
saja. Hal ini di khawatirkan akan menimbulkan sebuah kebohongan yang
besar pada akhirnya (de grote langen) sesuai dengan pasal 208 BW.
Sehingga dalam pembuktian kebenaran dari dali-dalil permohonan
Pemohon, Majelis Hakim penting untuk mendengarkan penjelasan dari
para saksi selain alat bukti surat (P.1 sd P.11). Selain alat bukti tersebut,
terdapat juga 2 orang saksi, di mana saksi di hadirkan di depan sidang di
bawah sumpah, yakni sebagai berikut :

a. Saksi, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Kesra Desa.....,
berkediaman di  Dusun....Desa.....Kecamatan..... Kabupaten
Pasuruan. Yang sudah menyampaikan penjelasan dibawah sumpah,
yang mana pokok-pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan

juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Serta saksi juga
mengerti Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang

keturunan karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon
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2) Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon memiliki keinginan
untuk berpoligami dengan calon istri keduanya dengan alasan
tidak ada yang mengurus dan memberikan natkah

3) Saksi mengetahi Pemohon memiliki usaha depot bakso dan
lalapan dengan penghasilan rata-rata tidak kurang dari 1 (satu)
juta setiap harinya serta sanggup mencukupi kebutuhan para
istri dan anaknya.

4) Saksi juga menyadari Pemohon dan calon istri kedua Pemohon
beragama Islam dan tidak memiliki hubungan mahrom.

b. Saksi,umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta,
tempat tinggal di  Dusun....Desa....Kecamatan.....Kabupaten
Pasuruan yang sudah memeberikan keterangan dibawah sumpah,
yang mana pokok-pokoknya yaitu :

1) Saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan pasangan
suami istri dan juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Serta
saksi juga mengerti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
orang keturunan karena saksi merupakan tetangga calon istri
Pemohon.

2) Saksi mengetahui Pemohon ingin berpoligami dengan calon istri
keduanya dengan alasan tidak ada yang mengurus dan
memberikan natkah

3) Saksi mengetahi Pemohon memiliki usaha depot bakso dan

lalapan dengan penghasilan rata-rata tidak kurang dari 1 (satu)
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juga setiap harinya serta sanggup dalam mencukupi kebutuhan
daripada mereka.

4) Saksi juga menyadari Pemohon dan calon istri kedua Pemohon

beragama Islam dan tidak memiliki hubungan mahrom.

Menimbang dari penjelasan pertimbangan hukum tersebut, majelis
hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum yaitu: alasan Pemohon ingin
dalam pengajuan permohonan untuk berpoligami ialah Pemohon merasa
kasihan kepada calon istri keduanya dikarenakan tidak ada yang
memberikan nafkah.

Walaupun alasan di atas tidak terdapat didalam ketentuan yang
berlaku seperti halnya dijelaskan diatas. Sehingga, oleh karenanya
Termohon telah menyetujui Pemohon untuk melakukan poligami tanpa
adanya paksaan dari orang lain, dan Pemohon juga telah memiliki
pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrin dan
Pemohon mengungkapkan akan mampu bebuat adil kepada istri-istri dan
anak-anaknya.

Menimbang bahwa calon istri Pemohon tersebut bukan merupakan
wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada
hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon sebagaimana
ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan.

Menimbang bahwasanya antara Pemohon dengan calon istri

keduanya sudah saling berkenalan dan memiliki perasaan cinta sehingga
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apabila hubungan tersebut berlanjut tanpa adanya ikatan yang sah
dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif. Seperti halnya

petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut:

Flall (s e pude alilt Ty

Artinya: menolak kerusakan harus di dahulukan daripada
mendatangkan kemaslahatan

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan harta bersama
antara Pemohon dan Termohon semasa perkawinan didalam
permohonannya yang berupa: tanah yang di atasnya berdiri bangunan
rumah permanen seluas 234 m?, sebidang tanag yang di atasnya berdiri
sebuah bangunan depot bakso dan lalapan seluas 336 m?, sebuah mobil

toyota rush serta dua unit sepeda motor merk honda.

Berdasarkan pertimbangan yang sudah dipaparkan di atas maka
Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan
poligami, hal ini sudah sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f KHI, maka permohonan
Pemohon tersebut harus dikabulkan dan ditetapkan harta bersama
Pemohon dan Termohon. dengan demikian, majelis hakim memutuskan:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon
b. Memberikan izin untuk menikah lagi atau berpoligami
¢. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar panjar biaya.>

3 Berkas perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA Pas
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Selain memperhitungkan hal-hal yang ada didalam putusan, penulis
juga melangsukan wawancara dengan Pak Drs. Urip, M.H selaku ketua
Majlis Hakim yang memutus perkara Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami karena calon istri
kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah. Penulis
mendapatkan hasil wawancara yaitu pada dasarnya poligami tidak
dilarang, akan tetapi poligami diperbolehkan sebagaimana yang sudah di
jelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo
pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

a. Istri mampu melaksanakan kewajiban

b. Istri mendapati cacat fisik ataupun sakit yang tidak mungkin bisa
diobati.

c. Istri mandul

Apabila hal tersebut terpenuhi maka diperbolehkan untuk
melakukan poligami. terlepas dari asas pernikahan yang berfungsi di
Indonesia yaitu asas monogami seorang suami cuma diperboleh memiliki
satu orang istri dan sebaliknya dalam satu ikatan perkawinan. Seorang
suami berkeinginan berpoligami wajib memperoleh izin dari pihak yang
berkepentingan serta Pengadilan agama akan mengabulkan izin
berpoligami.

Beliau menjelaskan analisa hakim yang dipakai dalam pengabulan
izin poligami tersebut adalah ketika ada izin dari istri pertama bersedia

untuk dipoligami dan seorang suami dapat berlaku adil serta dapat
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memastikan kehidupan para istri dan anaknya. Hal ini dipandang dari
bukti lahiriyah seperti halnya surat-surat bermaterai, keterangan para
saksi dan kesaksian dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut
merupakan salah satu persyaratan utama dalam melakukan poligami. Jika
persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka dianggap sudah tidak ada lagi
permasalahan dalam pengabulan izin poligami. seperti yang sudah
dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.*

Setelah melakukan wawancara dengan Pak Urip. Penulis
menemukan fakta baru yang tidak terdapat dalam putusan. Dalam
wawancara tersebut Pak Urip menjelaskan bawa alasan sebenarnya yang
dijadikan Pemohon dalam pengajuan permohonan izin poligami ke
Pengadilan Agama Pasuruan dikarenakan Pemohon (suami) memiliki
kebutuhan biologis yang tinggi atau dapat dikatakan Pemohon hypersex.’

Fakta selanjutnya adalah setelah pihak Pengadilan Agama Pasuruan
melakukan pemeriksaan di rumah Pemohon, diketahui bahwa calon istri
kedua sudah ikut tinggal dan membantu Pemohon di usahanya sejak
calon istri kedua masih kecil. Diketahui bahwa benar calon istri kedua
merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga sejak kecil
calon istri kedua sudah membantu di tempat jualan bakso Pemohon. Di
tempat jualan bakso Pemohon diketahui bahwa ada ruangan yang dipakai

calon istri kedua untuk tinggal. Dari hal tersebut untuk menghindari

4 Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), wawancara, Pasuruan, 22 Juni 2021
5 Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), wawancara, Pasuruan, 22 Juni 2021
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fitnah yang akan terjadi di masyarakat sehingga Pemohon mengajukan
izin poligami ke Pengadilan Agama Pasuruan.

Selain fakta tersebut, ada fakta lain yang mendasari kenapa Majlis
tidak mencantumkan alasan tersebut di putusan hal ini ditakutkan apabila
suatu saat anak Pemohon dan Termohon mencari putusan izin poligami
yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Pasuruan. anak Pemohon
dan Termohon tidak mengetahui alasan yang sebenarnya, supaya seorang
anak tidak menilai perilaku yang sudah dilakukan oleh orang tuanya
(Pemohon).

Selain hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan izin poligami ini
dikarenakan apabila permohonan izin untuk berpoligami yang dilakukan
Pemohon ditolak ditakutkan akan menyebabkan percekcokan, pisah
rumah, dan bahkan perceraian antara Pemohon dan Termohon. Karena
hal tersebut Majlis Hakim berpendapat lebih baik mendahulukan untuk

mencegah kemudharatan daripada mencari sebuah Kemaslahatan.®

6 Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), wawancara, Pasuruan, 22 Juni 2021



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PASURUAN NOMOR 1740/PDT.G/2019/PA.PAS TENTANG IZIN

POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dalam Dalam
Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Poligami ialah seorang pria yang menikahi lebih dari satu dalam satu
ikatan pernikahan, akan tetapi dalam melakukan poligami tentu ada batas
yang tidak boleh dilanggar, yaitu batasan minimal hanya 4 orang wanita. Hal
ini bertujuan sebagai kecukupan bagi seorang laki-laki, apabila seorang laki-
laki menikahi lebih dari 4 orang dalam satu ikatan pernikahan hal ini sudah
mengingkari syariat agama, selain itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan
kemaksiatan dikerenakan ketidak terpenuhinya hak-hak daripada mereka.

Dalam melakukan poligami, seseorang harus mendapatkan izin dari
Pengadilan Agama dan juga harus di selesaikan oleh pihak Pengadilan
Agama berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 56 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam prakteknya apabila seseorang ingin menikah kembali ataupun

berpoligami didalam sebuah ikatan pernikahan tentu harus memenuhi

63
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ketentuan-ketentuan yang ada, baik dalam syariat Islam atapun peraturan
perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah negara.
Sehingga dalam kondisi seperti inilah hakim adalah orang yang sangat
berpengaruh dalam mengambil tidakan ataupun pengambilan putusan dengan
mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Di Indonesia pengadilan bisa memberi perizinan untuk berpoligami
terhadap Pemohon harus melemgkapi setidaknya 3 persyaratan komulatif
serta satu dari persyaratan alternatif diantaranya :

Persyaratan komulatif adalah yaitu :

1. Istri / para istri memberikan izin

2. Bahwa adanya jaminan seseungguhnya seorang suami dapat
memenuhi kebutuhan kehidupan para istri beserta anaknya.

3. Jaminan sesungguhnya seorang suami dapat berlaku seadil-adilnya
baik terhadap istri ataupun anaknya.

Persyarat alternative adalah yaitu :

1. Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban

2. Istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak mungkin untuk di
sembuhkan.

3. Istri tidak bisa memberikan anak.

Dalam hal ini, seperti halnya kasus yang terjadi pada tahun 2019 di
Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 17401Pdt.G/2019/PA.Pas.
dimana perkara tersebut tidak mempunyai alasan yang mejadikan syarat

alternatif untuk melakukan poligami. Terlebih dahulu Majlis Hakim
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melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Dalam
perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan ingin
menolong calon istri kedua karena tidak ada yang mengurus serta
memberikan nafkah. Permohonan terhadap izin berpoligami yang diajukan
oleh Pemohon dikabulkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974. Mengenai hal tersebut ada fakta hukum yang menjadi
pertimbangan hakim di Pengadilan ialah bahwa alasan yang digunakan
Pemohon dalam pengajuan izin berpoligami sudah sangat beralasan serta
tidak bersebrangan atas hukum yang berlaku.

Selanjutnya mengenai syarat komulatif sebagaian ketentuan Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal
42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonannya tersebut termohon sudah
mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon
hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majlis
hakim. Majlis Hakim mengagap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan
oleh Pemohon. Sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan izin
berpoligami seandainya sudah mecukupi persyaratan yang ditetapkan
sebagaimana berikut
1. Kesediaan (izin) dari istri pertama

Majlis Hakim boleh memintai izin dari pihak termohon secara

tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk
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menghindari pemalsuan surat persetujuan dari istri pertama untuk
melakukan poligami. pihak istri di hadirkan di depan persidangan untuk
meyatakan kerelaannya secara langsung di depan persidangan.

2. Kemampuan untuk mencukupi keperluan hidup daripada mereka yaitu
para istri dan anaknya.

Sebelum melakukan poligami yang mana syarat utamnnya adalah
mampu dalam mencukupi keperluan daripada mereka. Oleh karena itu
hakim memastikan terlebih dahulu dengan melihat berapa pendapatan
dari pihak suami (Pemohon) yang dimiliki oleh Pemohon berupa surat
keterangan penghasilan yang didapatkan dari pihak desa kediaman
Pemohon

3. Jaminan untuk bisa bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Hakim meminta surat jaminan dapat bersikap adil terhadap istri-
istri dan anak-anaknya tersebut dengan tujuan agar suatu saat apabila
Pemohon dalam pernikahhanya melakukan penyimpangan maka istri
dapat menututnya ke pengadilan.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim Urip bahwa hukum positif tidak
dapat mengcover semua kebutuhan hukum yang berlaku di masyarakat.
Dalam artian hukum tidak hanya in book namun juga out book. Seorang
hakim harus dapat berfikir keluar dari ketetapan Undang-Undang dalam
memutusakan sebuah perkara. Namun masih berpegang pada prinsip keadilan

dan mengedepankan sebuah kemaslahatan.'

! Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), wawancara, Pasuruan, 22 Juni 2021
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Selain hal tersebut dalam proses persidangan Majlis Hakim sudah
beranggapan bahwa sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan izin
poligami dikarenakan Pemohon mempunyai kebutuhan biologis cukup tinggi
(hyper sex). Namun dalam permohonannya di depan Majlis Hakim Pemohon
meminta terhadap Majlis Hakim untuk tidak mencantumkan alasan
sebenarnya Pemohon melakukan poligami. Akan tetapi alasan yang
sebenarnya sudah tertulis dalam note panitera.

Majlis Hakim dalam Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas sudah
berfikir keluar dari Undang-Undang. Oleh karena itu Majlis Hakim dalam
memeperkuat pertimbangannya dalam memutuskan sebuah putusan, maka
Majlis Hakim menggunakan sebuah dalil yang berbunyi sebagai berikut :

o et s e £ 38 s

Artinya: menolak kerusakan harus di dahulukan daripada
mendatangkan kemaslahatan

Dalil di atas merupakan dalil yang dicantumkan, dengan kata lain yang
menjadi tolak ukur dalam memutuskan sebuah perkara adalah mengutamakan
kemaslahatan dan menghidari kemudaratan yang ada. Selain itu hakim juga
mempunyai pandangan lain dalam hal ini yakni berdasarkan fakta-fakta yang
ada bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ke pangadilan pada unsur
kedua yang mana Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anaknya.

Selain itu diketahi Pemohon dan calon istri keduanya sudah lama saling

kenal. Bahkan calon istri kedua Pemohon sudah membantu di usaha pemohon
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sejak calon istri keduanya masih kecil. Sehingga antara Pemohon dan calon
istri keduanya sering bertemu.

Dalam putusan ini, Majlis Hakim berusaha untuk bebuat adil terhadap
semua pihak yang bersangkutan terutama untuk menjaga keutuhan rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi kerusakan.

. Analisis Mas!Lah}Ah Mursalah Terhadap Pemberian Izin Poligami Pada
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Poligami merupakan perkara yang tidak di dihalangi sama agama Islam,
sebab pada dasarnya berpoligami bersifat mubah. Akan tetapi dalam hal ini
terdapat pengecualian terhadap pemaknaan dari kata poligami. di mana
poligami dianggap sebagai jalan alternative dalam penyelesaian masalah
rumah tangga bagi seorang suami istri, apabila dalam rumah tangganya tidak
menemukan tujuan yang di dambakan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Dalam hukum Islam sendiri sangat memperhatikan terhadap hak-hak
dan pengaturan terhadap poligami. karena dalam sebuah poligami tidak hanya
melibatkan satu pihak akan tetapi melibatkan pihak satu dengan pihak
lainnya. Sehingga dalam Islam meletakkan hukum dasar poligami seperti
halnya firman Allah dalam Q.S al-Nisa’ [4]:3

T s 0 s 055 @ ol 1 280 Ol U ASTE a8 Gl B YT 2 O
T T 3t o & oK 1 3 S s

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.



69

Penjelasan dalam ayat tersebut sudah sangat jelas, bahwa dalam
melakukan pologami memiliki syarat utama yaitu adil dan sanggup
mencukupi semua kebutuhan daripada mereka. Akan tetapi adil dalam hal ini
tidak hanya sekedar adil yang dapat di capai semisal adil dalam pemberian
nafkan secara lahir terhadap istri-istrinya. Juga harus adil terhadap
memperlakukan istrinya terhadap cinta. Waluapun secara tidak sadar seorang
suami akan cenderung terhadap satu orang istrinya. Islam tidak ingin adanya
perlakuan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh seorang suami yang
menghendaki poligami.

Walaupun dalam Islam membenarkan dibolehkannya poligami, namun
pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemui banyak penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan. Sebab poligami dipandang dari dua sundut
pandang yang berbeda yaitu poligami sebagai penolong, dan di sisi lain
poligami sebagai penyakit di kalangan masyarakat modern seperti saat ini.
Seperti halnya penyimpangan terhadap pelaksaan poligami ketika seseorang
ingin melaksanakan poligami namun terhalang oleh syarat yang ditetapkan
oleh negara ataupun agama, tidak jarang akan melakukan poligami di bawah
tangan atau dengan kata lain sah menurut agama namun tidak tercatat dalam
negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak wanita karena akan kesulitan
dalam pencarian akta nikah untuk anak yang akan di lahirkan, akta nikah
ataupun apabila terjadi pertengkaran yang berujung terhadap perpisahan
(cerai) sehingga pihak istri tidak bisa menggugat suaminya ke pengadilan.

Selain itu ketidak adilan seorang suami terhadap istrinya baik dalam
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pembagain nafkah batin bersama istri-istrinya ataupun pembagian materi
yang diberikan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa di Indonesia menganut asas
monogami bukanlah suatu yang mutlak, Islam memberikan pintu darurat
untuk memiliki istri lebih dari satu dengan faktor-faktor sebagai berikut :>
1. Apabila seorang istri tidak bisa memberikan anak (mandul)

2. Apabila seorang istri mengidap sebuah penyakit yang berbahaya dan
tidak dapat di sembuhkan
3. Apabila istri tidak berkecukupan menjalankan hak dan kewajiban nya.

Sehingga apabila dalam sebuah pernikahan terdapat salah satu
persyaratan di atas dan pihak suami berkehendak ingin poligami, di
perbolehkan dengan melakukan pengajuan izin poligami terlebih dahulu
terhadap Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA Pas tentang perkara Izin poligaimi. Dalam putusan ini
disebutkan bahwa alasan Permohon mengajukan gugatan ke pengadilan
adalah bawa Permohon merasa kasihan terhadap calon istri kedua karena
tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah. Namun hal ini tidak sesuai
dengan poligami yang di sebutkan didalam Undang-undang ataupun KHI.

Pada permohonannya apabila di lihat dari syarat yang ada didalam
Undang-Undang istri pertama sudah melahirkan anak sebagai bukti bahwa

istri pertama tidak mengalami kemandulan, selain itu juga sang istri dapat

2 Titik Triwulan Tutik & trianto, poligami perspektif perikatan nikah..., 64.
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menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mengidap
penyakit. Dari sini sudah jelas bahwa istri dalam keadaan sehat dan tidak
sesuai dengan syarat. Persyataan ini juga dikuatkan dengan adanya kesaksian
dari para saksi yang hadir dalam acara persidangan.

Namun, setelah mendengarkan penjelasan dan melihat data dari
wawancara dengan salah satu hakim yang memutuskan perkara tersebut
menjelaskan bahwa alasan yang tertulis dalam putusan bukanlah alasan yang
sebenarnya dalam pengajuan izin poligami. Beberapa fakta bahwa calon istri
kedua sudah lama ikut tinggal di tempat usaha Pemohon, selain itu hakim
juga menyebutkan bahwa pemohon adalah seorang suami yang hypersex.

Menurut penulis apabila perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pa
dikaitkan dengan teori mas}lah}ah mursalah, pertimbangan tersebut sudah
tepat, dalam hal ini hakim sudah mempertimbangkan konsekuansi yang akan
ditimbulkan untuk para pihak yang bersangkutan.

Dapat dikatakan perkara tersebut masuk kedalam keadaan dharurat. Hal
ini karena seorang suami yang hypersex. Seseorang yang mempunyai
kebutuhan biologis yang cukup tinggi tentu mempunyai nafsu yang berbeda
dengan orang normal, dan apabila istri pertamanya tidak bisa melayani
suaminya maka akan menimbulkan kerusakan yaitu timbulnya zina. Hakim
menjelaskan bahwa calon istri keduanya telah lama tinggal dengan pemohon
dan termohon. Sehingga untuk menghindari kerusakan dan timbulnya fitnah

hakim memilih mengabulkan permohonan tersebut. Tentunya hal tersebut
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sesuai dengan tujuan mas}lah}ah mursalah yaitu untuk menolak mafsadat
dan mendatangkan maslahah.
Tindakan seperti ini juga sudah sesuai dengan kaidah figiyah ke

empat dan turunnnya yaitu:

i 35l
Artinya : mudharat itu dapat dihapuskan

Artinya : sesuatu yang di perbolehkan karena keadaan yang
dharurat maka  harus diukur dengan  kadar
kedharuratannya.

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila seseorang berada
dalam keadaan yang sangat dharurat atau sangat mendesak dibolehkan
melakukan hal-hal ataupun perbuatan yang dilarang, dan hal tersebut
menjadi boleh, Apabila kaidah tersebut dikaitkan dengan putusan
Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA .Pas tentang izin
poligami penulis rasa sudah tepat. Dimana keadaan darurat disini adalah
apabila izin poligami tidak di kabulkan maka akan menimbulkan
percekcokan bahkan bisa menimbulkan perceraian antara Pemohon dan
calon istri pertamanya.

Selain itu Jasser Auda dalam bukunya menjelaskan al-Syatibi
membolehkan mas}lah}ah mursal diperbolehkan dengan salah satu
syaratnya, mendatangkan kebaikan yang lebih banyak sebagaimana yang

sudah di sebutkan dalam nash.® Sebagaimana putusan tersebut apabila

dilhat dari mas}lah}ah mursal didalam salah satu pertimbangannya hakim

3 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah..., 167
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mengabulkan poligami ini melihat keadaan calon istri kedua bahwa
diketahui bahwa calon istri kedua sudah ikut membantu dan tinggal di
tempat usaha bakso Pemohon. Sehingga antara pemohon dan calon istri
kedua pemohon memiliki intensitas pertemuan yang cukup sering. Untuk
menghindari terjadinya fitnah tejadi di masyarakat. Dan hal ini juga sudah

di jelaskan dalam Q.S Al-Isra 17 :32.

St iy * s b 1S ) 300 5585
Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah mendekati zina
karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji.

Apabila dilihat dari letak geografis Pengadilan Agama Pasuruan
termasuk kedalam daerah Tapal Kuda. Maksudnya di daerah tersebut
sudah biasa terjadi pernikahan poligami dengan 2 orang istri bahkan
sampai 3 orang istri dalam satu ikatan perkawinan. Sehingga untuk
mengantisipasi terjadinya pernikahan poligami secara sirri maka hakim
Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan izin poligami tersebut®. Seperti
halnya penjelasan Jasser Auda diatas mas}lah}ah mursal dapat dilakukan
apabila mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Kebaikan yang di
maksud dalam hal ini adalah penjagaan terhadap perempuan dengan cara
pengabulan izin poligami dengan kata lain memberikan perlindungan

hukum.

4 Urip (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), wawancara, Pasuruan 22 Juni 2021
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Alasan terakhir kenapa alasan yang sesungguhnya tidak
dicantumkan dalam putusan hal ini untuk menghindari sebuah
kemadharatan yang akan ditimbulkan di masa yang akan mendatang.
Apabila anak dari Pemohon dan Termohon mencari putusan tentang izin
poligami yang dilakukan oleh orangtuanya. Ketakutan Pemohon adalah
penilaian anak terhadap orang tuanya. Selain itu pemohon juga merasa
malu apabila alasan yang sebenarnya diungkap.

Selain itu Al-Ghazali memberikan penekan terhadap mas}lah}ah
terhadap lima perkara penjagaan menurut syara yaitu penjagaan terhadap
agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan
terhadap nasab, penjagaan terhadap harta. > Apabila di lihat dari fakta-
fakta hukum yang ada maka dalam kasus ini lebih menekankan terhadap
penjagaan jiwa, yaitu untuk menghindari fitnah dan apabila putusan ini
tidak di kabulkan maka akan berdampak terhadap perceraian antara
Pemohon dan Termohon. Sehingga mas}lah}ah dalam hal ini menjaga
agar mental (jiwa) Termohon 1 ataupun Termohon 2 tidak tergangu
apabila nanti tidak di hiraukan akan hal tersebut akan menimbulkan
dampak yang merugikan diantara para pihak yang bersangkutan

Penjagaan terhadap akal, fakta lain juga menyebutkan bahwa
Pemohon (suami) merupakan orang yang memilii kebutuhan biologis yang
cukup tinggi (hyper sex) sehingga apabila hal ini tidak di kabulkan maka

akan menimbulkan kehilangan akal akibat dari nafsunya sendiri.

5 Agus Waluyo, “Ekonomi Islam Dalam Bingkai Magqasid Asy-Syari’ah”, (Yogyakarta:
EKUILIBRIA,2018), 22
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Penjagaan tethadap keturunan, Mas}lah}ahnya dalam penjagan ini
lebih kepada agar seorang anak tidak menilai perilaku orang tuanya.
Sehingga sang tidak mecontoh prilaku dari orang tuanya dalam melakukan
izin poligami dengan alasan Ayper sex.

Namun di sisi lain penulis juga kurang setuju dengan kenapa alasan
yang sebenarnya tidak tercantum dalam putusan. Walaupun pada dasarnya
memang benar tidak dicantumkannya alasan untuk menjaga agar tidak ada
penilaan prilaku orang tua yang di lakukan oleh anaknya. Dikarenakan
penulis beranggapan bahwa hal ini akan berdampak terhadap persepsi
masyarakat dimana masyarakat awam akan beranggapan bahwa izin
poligami di Pengadilan Agama dimudahkan atau dilonggarkan.

Pada dasarnya hukum Islam tidaklah sebuah hukum yang
normative atau kaku. Walaupun ada sebagian kondisi yang tidak
disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi dapat mengcover kondisi yang

berkembang di masyarakat modern.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang di peroleh

sebagai berikut:

1.

Dalam putusan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tersebut majelis
hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan
yang sesuai dengan kaidah usul fikih yaitu menolak mafsadah lebih
didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Dan pemohon siap
berbuat seadil-adilnya terhadap mereka yaitu para istri. Sehingga
dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut = majelis  hakim
mengabulkan permohonan tersebut.

Simpulan terkait dengan pengabulan izin poligami pada perkara

nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas yang di tinjau dari mastlahtah

mursalah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan fakta diatas majelis hakim mengabulkan izin
poligami karena suami adalah seorang yang hyper sex serta calon
istri keduanya telah lama hidup bersama dengan pemohon. Dilihat
dari teori mas}lah}ah mursalah keputusan hakim sangat tepat
karena dirasa dengan pengabulan izin poligami tersebut akan
mendatangkan maslahah dan menolak mafsadat, serta menghindari
fitnah. Mas!lahtah disini yaitu penjagaan terhadap jiwa, penjagaan

terhadap akal dan penjagaan terhadap keturunan.
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b. Dilihat dari kaidah usul fikih fakta tersebut dapat dikategorikan
sebagai keadaan dharurat yang apabila tidak dikabulkan akan
menimbulkan percekcokan antara pemohon dan termohon. Namun,
ditakutkan pengabulan izin poligami tersebut akan berdampa

terhadap persepsi masyarakat yang menganggap bahwa poligami

adalah mudah.

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut, berikut adalah saran yang ingin disampaikan

kepada beberapa pihak:

1.

Bagi Majlis Hakim yang telah memutus perkara ini, alangkah baiknya
Majlis Hakim dapat lebih selektif dalam mencantumkan alasan yang
diajukan Pemohon didalam putusan. Hal ini untuk menghindari pemahan
masyarakat awam tentang izin poligami.

Kepada Pemohon serta seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi
pembaca. Apabila ingin melakukan poligami. untuk berfikir kembali
dengan membertimbangkan baik atau buruknya dalam melakukan
poligami. hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian

hari. Mengingat syarat utama dalam melakukan poligami adalah adil.
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